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PERMUKIMAN

Masih Ada PR
Perbaiki 1.549 RTLH

JOGJA - Daftar pekerjaan rumah Pemkot Jogja
menyelesaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
masih panjang. Hingga akhir Juli, masih ada 1.549
titik RTLH yang harus tertangani

Baca Masih... Hal 7
” Untuk sasaran

perbaikan RTLH yang
paling penting sudah
ada kejelasan terkait
alas hak tanahnya,’

SIGIT SETIAWAN
Kepala Bidang Perumaha
dan Kawasap Permukiman
DPUPKP Kot Jogja
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Masih Ada PR Perbaiki

Sambungan dari hal 1

Kepala Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Pe-
rumahan dan Kawasan Per-
mukiman (DPUPKP) Kota
Jogja Sigit Setiawan meyaki-
ni jumlah RTLH akan terus
berkurang. Sebab, pemkot
tiap tahun rutin mengaloka-
sikan anggaran rehab RTLH.
Pada 2025, misalnya, pemkot
mengalokasikan anggaran
perbaikan untuk 61 RTLH.

"Kemudian, ada CSR (cor-
porate social responsibility)
untuk 17 RTLH, jelas Sigit
melalui sambungan telepon,
kemarin (30/7).

Angka sasaran perbaikan
RTLH pada 2025 ini, kata Si-
git, persis dengan tahun 2024.
Pada akhir 2024 DPUPKP

mencatat, ada 1.627 RTLH.
Ada 78 RTLH yang telah ter-
tangani. "Tiap tahun ada
perbaikan rumah tidak layak
huni secara bertahap,” ujamya.
Menurutnya, perbaikan
RTLH yang sudah ditetapkan
itu akan selesai pada bulan
Oktober. Adapun yang disa-
sar merupakan rumah dengan
kategori kerusakan berat,
sedang, hingga ringan.
Terkait perbaikan RTLH
yang bersumber dari APBD,
Sigitmenegaskan, DPUPKP
memprioritaskan rumah yang
status kepemilikan tanahnya
jelas. Misalnya memiliki ser-
tifikat hak milik (SHM) atau
surat kekancingan dari Ke-
raton Ngayogyakarta.
Namun, jika tidak memiliki
dua syarat tersebut, Sigit me-
nambahkan, RTLH yang

1.549 RTLH

berstatus menumpang atau
mengindung lahan milik
orang lain sejatinya bisa men-
jadi sasaran perbaikan.
Namun, harus disertakan izin
«dari pemilik lahan.
" "Untuk sasaran perbaikan
RTLH yang paling penting
sudah ada kejelasan terkait
alas hak tanahnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim
Kerja Penataan Perumahan
dan Permukiman DPUPKP
Kota Jogja Yunita Rahmi Hap-
sari membeberkan, nilai
anggaran perbaikan 61 RTLH
lewat APBD tahun ini men-
capai Rp. 1,175 miliar. Dari
jumlah tersebut, ada 20 RT-
LH yang selesai perbaikannya.
"Sedangkan sisanya masih
akan berjalan sampai dengan
akhir tahun,” tambahnya.
(inu/zam/fj)
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